
Prosiding Artikel Mini Riset Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Volume 1 Nomor 2 April 2025 

2025 

 

1 

PROSEDUR PELAYANAN DAN SISTEM PEMBAYARAN ONLINE PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR 5 TAHUN PADA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 

Ica Wahidatun Nisa1, Ahmad Mudzakir2, Dadang Husen Sobana3, Husni Rofiq4 

 
1 Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: wahidatunnisaica@gmail.com 

2 Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: ahmadmudzakir@uinsgd.ac.id 

3 Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: dadanghusensobana@uinsgd.ac.id 

4 Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: husnirofiq@uinsgd.ac.id 

 

Abstrak 

Penelitian dilatarbelakangi Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber 
pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini, Badan 
Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting di dalam 
pemerintahan daerah karena dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di daerahnya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah 
melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki 
oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pene-
litian ini menggunakan metode deskfiptif dan pendekatan kualitatif. Sumber dan Teknik 
pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan. 
Teknik analisis dara menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menunjukan bahwa 
penerimaan pajak daerah ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 
Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan melalui Sistem Administrasi 
Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA), E-Samsat Jabar, 
dan Samsat Outlet. Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang tersebar di setiap kota maupun daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

Kata Kunci: Prosedur, Pelayanan, Pembayaran, Pajak, Samsat. 

 

Abstract 

The research background is that motor vehicle tax (PKB) is a very potential source of Regional 
Original Income (PAD). In this case, the Pangandaran Regency Regional Revenue Agency has 
an important role in regional government because it can increase Regional Original Income 
(PAD) income in their respective regions. In line with this, the regional government sees a great 
opportunity to make all motorized vehicles owned by taxpayers into objects of Motor Vehicle 
Tax (PKB). This research uses descriptive methods and a qualitative approach. Sources and data 
collection techniques were obtained from observations, interviews and literature studies. The 
blood analysis technique uses a deductive method. This research shows that regional tax 
revenue plays a very important role in the welfare of society in Indonesia. The Motor Vehicle 
Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB) collection systems in Pangandaran Regency 
are implemented through the One-Stop Single Administration System (SAMSAT), West Java 
Mobile Samsat (SAMBARA), West Java E-Samsat, and Samsat Outlet. Payments by motor 
vehicle taxpayers and Motor Vehicle Transfer of Title Fees (BBNKB) can be made at regional 
treasury branch offices in the One-Stop Single Administration System (SAMSAT), which is 
spread across every city in the region of West Java Province. 

Keywords: Procedures, Services, Payments, Taxes, Samsat. 
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A. Pendahuluan 

Pada era globalisasi ini perkembangan pembayaran pajak dari tahun ke tahun 
mengalami perkembangan yang signifikan, salah satunya dapat dilihat dari teknis dalam 
pelayanannya. Dimana pelayanan pembayaran pajak sudah berkembang menjadi pelayanan 
digitalisasi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dalam meningkatkan perpajakan di 
indonesia perlu adanya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak 
dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksa-
nakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Terlebih lagi dengan semakin majunya dunia teknologi kian memacu berbagai sektor, 
baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkannya 
dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu pula pada bidang pelayanan 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Polri, dalam hal ini Korps Lalu Lintas 
(Korlantas), bekerja sama dengan Kemendagri dan Jasa Raharja, menajamkan layanan terkait 
hal tersebut dengan meluncurkan Samsat Online Nasional (Admin, 2023). 

Samsat Online Nasional adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim 
Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi 
layanan mobile. 

Dengan adanya aplikasi Samsat Online Nasional yang dapat diunduh di Playstore, kini 
warga tak perlu repot-repot lagi datang ke kantor Samsat saat ingin mengurus terkait dokumen 
kendaraan bermotor. Daerah administrasi/hukum pemberlakuan lingkup pelayanan Samsat 
Online Nasional yang dapat diakses adalah seluruh Samsat di wilayah Provinsi yang ada di 
Indonesia. Sistem pelayanan Samsat Online Nasional ini hanya melayani Pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor tahunan, SWDKLLJ, dan PNBP Pengesahan STNK. 

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah prosedur pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Wilayah 
Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting di dalam pemerintahan daerah karena 
dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerahnya masing-
masing. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk 
menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan 
sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Penerimaan pajak daerah ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di 
Indonesia. Hasil pungutan pajak kendaraan bermotor (R2) dan mobil penumpang maupun 
pribadi (R4) di negara Indonesia pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan 
negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam proses 
penerimaan pajak di Indonesia, peran masyarakat selaku wajib pajak (WP) atas nama 
kendaraan tersebut sangatlah sentral. Wajib pajak diwajibkan membayar pajak tahunan atas 
kendaraan pribadinya, baik 1 tahun sekali maupun 5 tahun sekali di lokasi-lokasi yang 
disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), seperti halnya yang dilakukan oleh 
wajib pajak (WP) di Kabupaten Pangandaran. 

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenda-
raan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan di Sistem Administrasi 
Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA), E-Samsat Jabar, 
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dan Samsat Outlet. Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), di mana pada umumnya kantor Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hukumnya wajib bagi wajib pajak yang 
memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak telah membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
maka dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang taat akan hokum dan peraturan yang 
berlaku. Sedangkan bagi wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenakan denda atau 
sanksi Administrasi yang tercantum dalam UU Nomor 28 tahun 2009. Diharapkan wajib 
pajak taat pada aturan yang berlaku, sehingga tidak sampai dikeluarkannya Surat Pendataan 
Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSO PKB), Nota Perhitungan Pajak Kenda-
raan Bermotor (NP PKB), dan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NT PKB) yang 
diberikan oleh petugas Dinas Luar kepada Wajib Pajak.  

Mengacu kepada uraian di atas, pelayanan pembayaran pajak yang sebelumnya 
dilakukan secara manual, kini telah berubah menjadi lebih cepat, efektif dan efisien karena 
dilakukan secara online. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih komprehensif 
tentang prosedur pelayanan dan sistem pembayaran online pajak kendaraan bermotor 5 
tahun pada Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran. 

 

B. Metode 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk memperoleh 
suatu data dengan tujuan tertentu. Metode ilmiah adalah kegiatan penelitian ini pada 
dasarnya bersifat ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang digunakan 
menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Metodologi penelitian yang melibatkan 
penelitian kualitatif adalah strategi yang menekankan pada pencarian makna, konsep, 
pemahaman, ciri, gejala, dan penjelasan fenomena alam, dan bersifat holistik, naratif, dan 
berkualitas dalam berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Metode 
penelitian deskriptif, yaitu pengumpulan data tanpa penambahan atau pengurangan. Data 
disajikan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiono, 2011). 

Dengan metode tersebut di atas penulis dapat mengetahui prosedur pelayanan dan 

sistem pembayaran  online pajak kendaraan bermotor 5 tahun pada pada badan pendapatan 
daerah wilayah kabupaten pangandaran, serta dapat memudahkan penulis dalam meme-
cahkan masalah dengan meninjau langsung kasus yang terjadi di lapangan. Sehingga 
penulis dapat mendeskripsikan penelitian dimulai dengan menyusun sampai dengan meng-
analisa data. Sumber data yang didapatkan berupa data primer ataupun data sekunder. Data 
primer ini diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara (interview) 
langsung ke staf serta karyawan Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangan-
daran. Adapun data sekunder berupa data tertulis yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian baik berupa arsip Bapenda Jabar, brosur, pamflet, dan website yang berkaitan 
dengan pembahasan, serta buku yang berhubungan yang layak dijadikan referensi. Hal ini 
memungkinkan untuk menambahkan informasi atan pengumpulan data dari literatur, 
dokumen, dan penelitian untuk menyelidiki informasi dan fenomena yang terjadi dalam 
metode pengambilan sampel dari sumber data yang sedang dipertimbangkan pada Badan 
Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, yaitu pada program layanan pemba-
yaran online pajak kendaraan bermotor 5 tahun. 
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C. Hasil dan Pembahasan 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah juga telah tertuang di dalam 
UU Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 200 dan diubah kembali 
dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

Menurut Rani Maulida (2018), ketentuan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur bahwa pajak atau kontribusi wajib yang diberikan 
oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan 
pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Sebagai contoh, pembangunan jalan, 
jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan 
lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah 
satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk 
menjalankan program-program kerjanya. 

Di samping itu, berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur ciri-ciri pajak daerah dan perbedaannya dengan 
pajak lainnya: 

a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah 
sebagai pajak daerah. 

b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 

c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan 
pemerintahan daerah. 

d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang 
sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. 

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak 
lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Sigit (2019) 
menjelaskan bahwa dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi peme-
rintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009, 
jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, di mana 
pajak daerah juga dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabu-
paten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-
jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. 

a. Pajak Provinsi 

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak Provinsi dapat dibagi menjadi 
beberapa jenis pajak, antara lain:  

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang 
digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan 
kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. 

Tarif yang yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya: 

 Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan 
bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan 
bermotor seterusnya sebesar 0,5%. 
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 Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. 

 Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. 

 Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. 

2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau 
keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan 
usaha. Adapun untuk tarif BBNKB, berikut ini rinciannya: 

 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut: 

a) Penyerahan pertama sebesar 10%. 

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. 

 Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan 
jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut: 

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%. 

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik 
yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut 
atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan 
bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. 
Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor. Adapun ketentuan tarif PBB-KB antara lain: 

 Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor titetapkan sebesar 5% 

 Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin 
sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal: 

a) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia 
yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tahun berjalan. 

b) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun 
sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

 Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah 
kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan 
dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan 
membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah 
didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui 
volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah. 

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

 Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah 
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 Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-
faktor berikut: 

a) Jenis sumber air. 

b) Lokasi/zona pengambilan sumber air. 

c) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. 

d) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan. 

e) Kualitas air. 

f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan 
air. 

 Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan 
cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. 

 Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara 
mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku. 

 Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. 

 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan 
dasar pengenaan pajak. 

5) Pajak Rokok 

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. 

Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok 
daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak 
Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar 
pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa 
Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok, 
di mana tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang 
berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota 

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak Kabupaten/Kota dapat dibagi 
menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: 

1) Pajak Hotel 

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang 
disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak 
tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan 
sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. 

2) Pajak Restoran 

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah 
restoran. 

3) Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak yang kenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki 
biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menye-
lenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan 
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tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang 
dinikmati. 

4) Pajak Reklame 

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau 
media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian 
umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, bilboard, reklame kain, dan lain sebagainya. 
Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, 
reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini 
adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. 

5) Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, 
tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, 
yakni: 

a) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau 
dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%. 

b) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau 
dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. 

c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 
sebesar 1,5%. 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas 
pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain 
sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 

a) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, 

b) Tarif untuk batuan sebesar 20%. 

7) Pajak Parkir 

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan 
jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. 

Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 
10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. 

8) Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan 
komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%. 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang 
burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan 
atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: 

a) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 
miliar sebesar 0,1%. 
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b) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 
0,2%. 

c) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, 
dikenakan tarif sebesar 50%. 

11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan 
atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui 
transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari 
nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 
dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutan-
nya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga 
instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indo-
nesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Adapun jenis-jenis pembayaran 
pajak kendaraan bermotor, antara lain: 

a. Samsat Induk (Kantor Bersama Samsat) 

Pada samsat induk yang berada di Jl. Raya Pangandaran – Parigi KM. 02 Pangandaran 
terdapat dua layanan, yaitu layanan Drive Thru dan layanan didalam Kantor Bersama 
Samsat. Drive Thru merupakan layanan unggulan yang memanjakan wajib pajak. Samsat 
Drive Thru merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten 
Pangandaran yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk 
membayar melalui sistem satu pintu. Wajib pajak tetap bisa membawa kendaraannya saat 
membayar pajak. Kantor samsat Drive Thru membuka pelayanan dari Senin sampai hari 
Kamis pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, hari Jum’at pukul 08.00 WIB sampain 
10.30 WIB. Persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan layanan Samsat 
Drive Thru adalah : 

1) KTP-Elektronik 

2) STNK 

3) Bukti Pembayaran tahun lalu 

4) Uang tunai 

Dalam layanan ini wajib pajak dapat melewati dua loket yaitu loket pertama untuk 
pendaftaran dan pengesahan. Kemudian loket kedua untuk pembayaran dan penyerahan. 
Dengan layanan ini wajib pajak hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit. Layanan 
drive thru hanya melayani kendaraan bermotor yang sesuai dengan STNK saat pendaftaran, 
tetapi tidak melayani kendaraan blokir dan kendaraan angkutan umum. Prosedur layanan-
nya adalah petugas loket pendaftaran menerima dokumen dari wajib pajak berupa BPKB 
asli. STNK asli dan KTP asli, selanjutnya melakukan verifikasi terkait kebenaran dokumen 
tersebut dan validasi dokumen dengan scanner. Lalu petugas loket Pembayaran dan 
Penyerahan memberitahukan jumlah atau nominal rupiah yang harus dibayar oleh wajib 
pajak. 

Layanan yang kedua adalah pada Kantor Bersama Samsat. Layanan di kantor bersama 
ini banyak dan lebih beragam. Didalamnya terdapat tiga badan yang terlibat yaitu dari 
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, Bank Jabar Banten dan Kesatuan Laka 
Lantas(Satlantas) Pangandaran. Saya biasanya membantu dan memberikan penjelasan 
kepada wajib pajak untuk taat terhadap alur dan mekanisme dalam beberapa pelayanan, 
diantaranya: 

1) Pembayaran pajak tahunan (pengesahan untuk 1 tahun dan perpanjangan untuk 5 tahun 

2) Pendaftaran kendaraan baru 

3) Mutasi masuk dan mutasi keluar 

4) Perubahan nama atas STNK 

5) Balik nama atas BPKB 

6) Blokir dan Progresif 

7) Duplikat STNK hilang 

Untuk mekanisme pembayaran pajak tahunan dan pengesahan untuk perpan-
jangan 5 tahun di Samsat Induk ini dapat terlihat dalam flowchart berikut ini: 

Gambar 1 

Alur Pembayaran Pajak di Kantor Samsat 

 

b. Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA) 

Samsat Mobile Jawa Barat (disingkat Sambara) merupakan sebuah bentuk komitmen 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Jawa Barat. 
Khususnya Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, dan Jasa Raharja, dalam 
meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Jawa Barat. Melalui Inovasi ini masya-
rakat bisa secara cepat dan mudah dalam melakukan kewajiban dalam membayar Pajak 
Kendaraan Tahunan. Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara merupakan Inovasi Layanan 
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan yang berupa Aplikasi Smartphone 
berbasis Android. 

Fitur Aplikasi Sambara salah satunya adalah berisikan banyak informasi dan transaksi 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan. Dengan Aplikasi Sambara Wajib Pajak 
dapat melaporkan Kendaraannya yang sudah dijual untuk memperoleh Update Status 
Kepemilikan. Selain itu Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor Tahunan pun dapat 
dilakukan melalui Aplikasi Sambara, dengan terlebih dahulu melakukan Pendaftaran secara 
online untuk memperoleh Kode Bayar, hingga melakukan pembayaran. Wajib Pajak juga 
dapat menyampaikan Saran dan Pengaduan melalui Aplikasi Sambara. 
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c. E-Samsat 

E-Samsat Jabar merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat 
dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan 
STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh 
wilayah Indonesia. 

1) Mekanisme Cara Pembayaran 

Sebelum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan melalui E-Samsat Jabar, nasabah 
harus terlebih dahulu mendapatkan kode bayar, yang mana Kode Bayar tersebut bisa 
didapatkan melalui Aplikasi Sambara atau Website Bapenda. 

2) Cara mendapatkan Kode Bayar bisa melalui (pilih salah satu): 

Aplikasi Sambara bisa diunduh terlebih dahulu di: 

a) Google Play Store 

b) Pada menu Sambara pilih Info PKB lalu isikan Nomor Polisi Kendaraan, klik Cari, dan 
akan tertera besaran pajak yang harus dibayarkan, 

c) Selanjutnya klik Lanjut Daftar Online, 

d) Isikan No. KTP Pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. 
Rangka bisa dilihat di lembar STNK), 

e) Lalu klik Proses 

Website Bapenda 

a) Kunjungi Halaman Info PKB 

b) Pada halaman Info PKB, isikan Nomor Polisi Kendaraan, klik Cari, dan akan tertera 
besaran pajak yang harus dibayarkan, 

c) Selanjutnya klik Lanjut Daftar Online, 

d) Isikan Nomor KTP Pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. 
Rangka bisa dilihat di lembar STNK), 

e) Lalu klik Proses 

f) Setelah mendapatkan kode bayar silahkan kunjungi ATM terdekat untuk melakukan 
pembayaran Pajak Kendaraan anda. 

Selanjutnya langkah-langkah pada Menu ATM yang perlu dilakukan adalah: 

1) Bank BJB 

2) Bank BCA 

3) Bank BNI 

Syarat dan Ketentuan 

1) Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/ blokir data kepemilikan. 

2) Wajib Pajak memiliki telpon dan nomor seluler yang aktif (bila meminta kode bayar 
melaluii SMS). 

3) Wajib Pajak Memiliki Nomor Rekening Tabungan dan Kartu ATM di Bank BJB atau 
Bank BNI atau Bank BCA. 

4) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahunan. 

5) Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti 
STNK (5 tahunan). 

6) Masa berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo. 

7) Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan /badan sosial). 

https://bapenda.jabarprov.go.id/infopkb/
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d. Samsat Outlet 

Layanan pengesahan STNK dilaksanakan setiap tahun, di mana pembayaran PKB dan 
SWDKLLJ yang tempat pelaksanaanya dapat dilakukan di sentra-sentra perbelanjaan/pusat 
kegiatan masyarakat yang memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan 
transaksi sambil berbelanja/rekreasi. Samsat Outlet Melayani : 

1) Pengesahan STNK setiap tahun, Pembayaran PKB, SWDKLLJ bagi wajib pajak yang 
berdomisili di Jawa Barat. 

2) Kendaraan yang dilayani adalah kendaraan pribadi (bukan umum) baik roda 4 maupun 
roda 2. 

Persyaratan dan ketentuan Pelayanan Samsat Outlet, antara lain: 

1) E-KTP asli pemilik sesuai data di STNK. 

2) BPKB Asli-Foto kopi (untuk Wilayah Polda Metro Jaya). 

3) STNK Asli. 

4) Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLL (SKPD telah divalidasi) tahun terakhir. 

Mengacu kepada uraian tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran di atas, maka peneliti dapat 
merumuskan bahwa penerimaan pajak daerah ini sangat berperan dalam kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan 
dengan baik melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Samsat Mobile 
Jawa Barat (SAMBARA), E- Samsat Jabar, dan Samsat Outlet. Pembayaran oleh wajib pajak 
kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan 
pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), 
dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 
tersebar di setiap kota maupun daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, pada bagian penutup ini peneliti dapat 
merumuskan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Pajak Daerah merupakan kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 
Daerah tersebut dibagi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota; kedua, 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pemasukan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Wilayah 
Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting di dalam pemerintahan daerah karena 
dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerahnya masing-
masing. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk 
menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan 
sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan ketiga, Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan dikantor bersama 
samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi p e merintah, yaitu: Badan 
Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja. 
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